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ABSTRAK 

 

Tesis dengan judul: ―Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid 

Syari’ah (Studi Lapangan Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat)‖ dilatar belakangi oleh pemanfaatan Dana Desa di 

Suralaga sebagian besar digunakan dalam pembangunan yang sifatnya fisik 

(material), dan sebagian kecil saja yang menyentuh pembangunan yang sifatnya 

mon-fisik (immateril) sesuai dengan kondisi sosial, agama, budaya dan ekonomi 

masyarakatnya. Suralaga merupakan wilayah kecamatan yang tersusun dari 15 

desa definitif, dengan kondisi masyarakat mayoritas beragama Islam, dan potensi 

sumber daya melimpah. Dengan kondisi dan potensi masyarakat seperti ini 

sebaiknya pemanfaatan Dana Desa dengan pendekatan syari‘at Islam.  

Islam memberikan konsep yang mengatur semua urusan lahiriyah dan 

batiniyah umatnya yang disebut dengan konsep maqoshid syari’ah. Penerapan 

konsep maqoshid syari’ah tidak hanya sebatas prinsip dalam menetapkan hukum 

syari‘at dan ibadah saja. Akan tetapi, para cendikiawan islam saat ini sudah 

banyak mengembangkan konsep maqoshid syari’ah dalam berbagai bidang 

keilmuan di antaranya bidang muamalah seperti: politik, ekonomi dan juga 

keuangan. Salah satu penggunaan konsep maqoshid syari’ah dalam bidang 

keuangan adalah sebagai prinsip dalam mengelola keuangan desa atau Dana Desa.  

Dana Desa dan maqoshid syari’ah memiliki tujuan yang sama yakni 

memberikan kesejahteraan (kemaslahatan) seluas-luasnya bagi masayarakat. Dana 

Desa adalah bentuk materil untuk membangun kemaslahatan masyarakat, 

sedangkan maqoshid syari’ah adalah prinsip dalam membangun kemaslahatan 

tersebut. Berdasarkan kondisi masyarakat Suralaga dan kajian konsep maqoshid 

syari’ah di atas, membuat peneliti ingin mengkaji implementasi anggaran Dana 

Desa diukur dari maqoshid ad-dharuriyah di tiga desa yang ada di Kecamatan 

Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan 

rumusan masalah: 1) Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Suralaga 

tahun 2016-2018? 2) Apa yang menjadi prioritas penggunaan desa dikaji dari 

perspektif maqoshid syari’ah? 3) Apakah pemanfaatan Dana Desa di Suralaga 

sudah sesuai dengan konsep maqoshid syari’ah? 

Penelitian ini menggunakan model studi dokumentasi (document 

research) dengan pendekatan kualitatif melalui tiga teknik pengumpulan data 

(informasi) yaitu dokumentasi, dan literasi. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) pemanfatan dana desa di Suralaga mengedepankan 

pembangunan fisik (material), bahkan pada pembangunan non- fisik cenderung 

terabaikan. 2) Pemanfaatan Dana Desa memprioritaskan pada pembangunan 

ekonomi/harta (hifzul maal), hanya sebagian kecil dari anggaran desa yang 

dialokasikan untuk pembangunan keagamaan (hifzun din), pembangunan 

pendidikan (hifzul aql), pembangunan kesehatan (hifzun nafs), dan pembangunan 

generasi (hifzun nasl). 3) Secara umum pemanfaatan Dana Desa di Suralaga sudah 

mencerminkan prinsip maqoshid syari’ah, walaupun distribusi anggaran Dana 

Desa tersebut masih belum merata kelima indikator maqoshid syari’ah.  

 

Kata Kunci: Dana Desa, Kemaslahatan, Maqoshid Syari’ah, Dcument Research
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara republik yang terbentuk hierarki wilayah 

mulai dari wilayah provinsi, kabupaten (kota), kecamatan (kelurahan), sampai 

ketingkat desa (dusun). Desa merupakan bagian terbawah dari hierarki 

pemerintahan Indonesia yang sangat dekat dan paling mengetahui kebutuhan 

masyarakatnya. Desa merupakan wujud bangsa yang paling konkrit, sebab tiap-

tiap desa memiliki budaya, suku, bahasa, agama, serta karakter penduduk yang 

berbeda-beda (Wijaja, 2010). Desa merupakan institusi otonom yang memiliki 

tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Sejalan dengan 

amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah 

yang berbunyi: ―desa menjadi satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan dalam mengatur dan mengelola anggaran Dana Desanya masing-

masing berdasarkan hak asal usul, adat istiadat yang berlaku dan diakui oleh 

sistem pemerintahan nasional maupun pemerintahan daerah‖.  

Sejak tahun 2015 pemerintah pusat semakin memperhatikan dan 

menekankan pemerataan pembangunan wilayah pedesaan, bukti konkrit 

keseriusan pemerintah dalam memajukan desa adalah diberlakukannya otonomi 

desa, sekaligus diberikannya anggaran Dana Desa yang begitu besar ke seluruh 

desa di Indonesia tiap tahunnya. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menyatakan bahwa daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus 
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semua penyelenggaraan pemerintah di luar kewenangan pemerintah pusat untuk 

membuat kebijakan yang berhubunngan dengan peningkatan pelayanan publik, 

pembangunan fasilitas publik, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan daya 

saing desa (Rosalinda, 2014). Sejak diterapkannya otonomi desa maka peranan 

desa begitu vital, sebab pemerintah pusat memberikan wewenang dan tanggung 

jawab penuh kesemua desa dalam mengelola keuangan, merancang pembangunan 

dan membuat peraturan, demi mewujudkan kemaslahatan desanya masing-masing 

(Riyanto, 2015).  

Data kementerian keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2015 

anggaran keuangan desa sebesar Rp.20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa 

mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.680 juta. Pada tahun 2016 anggaran ini 

meningkat menjadi Rp.47,7 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan 

Rp.826 juta, dan tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.81,1 triliun dengan 

rata-rata setiap desa memperoleh dana sebesar Rp.1 miliar, sedangkan untuk tahun 

2018 meningkat menjadi 103,7 triliun dengan rata desa mendapatkan Rp.1,4 

miliar (Buku Saku Kemenkeu RI, 2017), Berdasarkan data kementerian keuangan 

tahun 2015 sampai 2017, khususnya berkaitan dengan Dana Desa di Kecamatan 

Suralaga yang bersumber dari APBN, dapat dilihat sebagaimana tertera dalam 

tabel berikut:  

Tabel 1. 

Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2017 di Kecamatan Suralaga. 

 
No Nama Desa Dana Desa  

      2015 

Dana Desa 

     2016 

Dana Desa 

      2017 

Dana Desa 

      2018 

1  Dasan Borok   532.094.000  708.475.000  1.082.758.000  1.328.322.000 

2  Gapuk  443.557.000  720.788.000  1.007.846.000  1.278.076.000  

3  Paok Lombok 721.322.000  812.804.000  1.278.587.000  1.592.852.000  

4  Bagek payung selatan  631.926.000  918.943.000  1.328.436.000  1.657.361.000  
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5  Suralaga   728.241.000  930.167.000  1.340.297.000  1.734.903.000  

6  Anjani   631.926.000  805.727.000  1.278.920.000  1.682.970.000  

7  Bintang Rinjani  427.225.000  798.605.000  1.076.250.000  1.269.503.000  

8  Waringin  514.873.000  790.352.000  1.170.630.000  1.306.739.000  

9  Bagek payung timur 602.431.000  781.462.000  1.374.280.000  1.742.870.000  

10  Dames  429.907.000  766.301.000  1.060.482.000  1.268.420.000  

11  Gerung permai  412.917.000  692.795.000  1.076.006.000  1.276.343.000  

12  Kerongkong  636.285.000  808.874.000  1.278.287.000  1.579.084.000  

13  Tumbu mulia  531.260.000  702.919.000  1.175.924.000  1.324.737.000  

14  Tebaban  632.720.000  810.268.000  1.479.530.000  1.753.150.000  

15  Bagek payung induk 729.972.000  901.138.000  1.673.556.000  1.856.063.000  

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id 
1
 

Dana yang begitu besar ini diberikan oleh pemerintah pusat dengan 

harapan, agar pemerintah desa di Kecamatan Suralaga khususnya dapat mengelola 

dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya bersama-sama 

dengan masyarakatnya, seperti potensi pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan, home industri, pariwisata lokal, dan potensi lainya. Maka dari itu 

pemerintah desa bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut dan 

memastikan pengelolaannya apakah sudah tepat guna dan tepat sasaran. Imam 

Abu Ubaid (w.150-224) dalam penelitian Zainil Ghulam (2016) menyatakan 

bahwa setiap perbuatan akan dihadapkan pada tanggung jawab. Dalam hal ini 

pemerintah desa di Kecamatan Suralaga sebagai penanggung jawab harus 

bertanggung jawab dalam mengatur kekayaan desa, menjalankan pemerintahan 

desa, menjaga keamanan desa, membangun fasilitas desa, dan mengembangkan 

sumber daya milik desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 

(Jajuli, 2015). 

Kecamatan Suralaga merupakan wilayah dengan potensi sumber daya 

yang melimpah dan populasi penduduk mayoritas beragama Islam. Alloh 

                                                           
1
http://www.djpk.kemenkeu.go.id_rincian_alokasi_dana_desa_provinsi/kabupaten/kota_dalam_ap

bn_t.a_2015_2018 (Diakses Pada Tanggal 11 februari 2019) 

http://www.djpk.kemenkeu.go.id/
http://www.djpk.kemenkeu.go.id_rincian_alokasi_dana_desa_provinsi/kabupaten/kota_dalam_apbn_t.a_2015_2018
http://www.djpk.kemenkeu.go.id_rincian_alokasi_dana_desa_provinsi/kabupaten/kota_dalam_apbn_t.a_2015_2018
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menurunkan agama Islam dengan menjadikan syariat sebagai jalan penghubung 

antara manusia dengan tuhannya, maupun manusia dengan manusia lainnya. Jika 

ditelaah lebih jauh mengenai kondisi sosial keagamaan, situasi lingkungan dan 

potensi sumber daya di Suralaga sangat mendukung apabila pemanfaatan Dana 

Desa diterapkan dengan pendekatan syariat Islam. Dalam ajaran Islam terdapat 

sebuah konsep syariat dalam menyelesaikan segala urusan yang sifatnya zohiriyah 

maupun batiniyah yaitu konsep maqoshid syari’ah. Penggunaan konsep tersebut 

tidak hanya sebatas dalam menyelesaikan suatu perkara ibadah dan syariat saja. 

Kini sudah banyak para cendikiawan Muslim yang mengembangkan konsep 

maqoshid syari’ah dalam mengatasi perkara muamalah diantaranya politik, 

ekonomi, dan keuangan. Dalam perkara keuangan misalnya pada anggaran desa 

pun dapat digunakan konsep maqoshid syari’ah sebagai acuan atau prinsip dasar 

dalam menata pengelolaan Dana Desa.  

Pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Suralaga sendiri memang belum 

menggunakan pendekatan maqoshid syari’ah. Implementasi anggaran Dana Desa 

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Prioritas Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas 

Pengguanaan Dana Desa Tahun 2016. Akan tetapi, jika dilihat dari 

pengimplementasian Dana Desa dibeberapa desa yang ada di Suralaga sudah 

mencerminkan penerapan prinsip maqoshid syari’ah. Perlu ditekankan bahwa 

penggunaan prinsip maqoshid syari’ah ad-dhururiyah dalam mengelolaan Dana 
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Desa, dimaksudkan sebagai acuan / prinsip alternatif baru, selain kedua peraturan 

menteri diatas. 

Konsep maqoshid syari’ah bertujuan untuk merealisasikan kesejahteraan 

(kemaslahatan) ummat umumnya. Menurut Syathibi dalam kitabnya yang 

berjudul ―al-Muwafaqat fi-Ushul al-Ahkam‖ disebutkan bahwa syari‘at 

diturunkan kepada manusia untuk merealisasikan kemaslahatan bagi segenap 

umat manusia, baik itu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak. Sesuai 

dengan firman Alloh SWT dalam al-Qur‘an Surat an-Nisa’ Ayat 135: 

هَا  يُّ
َ
أ ِيوَ يََٰٓ ِ  ٱلَّذ َّٰنِيَن ب وِ  ٱلۡقسِۡطِ ءَانَيُواْ كُوىوُاْ قَوذ

َ
ىفُسِكُمۡ أ

َ
َٰٓ أ ِ وَلوَۡ عََلَ يوِۡ شُهَدَاءَٓ لِِلّذ َّٰلَِِ قۡرَبيَِنن وَ  ٱلۡوَ

َ
إنِ  ٱلۡۡ

وۡ فقَِيٗرا فَ 
َ
ُ يكَُوۡ غَييًِّا أ ْ  ٱلِلّذ ۖ فَلََ تتَذبعُِوا وۡلَََّٰ بهِِهَا

َ
ُ  ٱلهَۡوَىَٰٓ أ ن تَعۡدِل

َ
ْن أ ْ وَإِن تلَۡوُ  وا ا   ٓۥ

َ
ْ فإَنِذ أ َ وۡ تُعۡرضُِوا  ٱلِلّذ

  2  ١٣٥كََنَ بهَِا تَعۡهَلُونَ خَبيِٗرا 
Ayat di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan (kemaslahatan) ummat 

menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, khususnya pemerintah 

sebagai amirul mukminin. Dalam hal ini adalah pemerintah desa yang dipilih dan 

diangkat atas amanat rakyat desa, agar melaksanakan tanggung jawabnya 

memberikan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh 

masyarakatnya. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh Khalifah Umar bin 

Khattab saat menjabat sebagai amirul muminin seperti yang diungkapkan oleh 

Jajuli (2015), beliau mendistribusikan anggaran belanja negara dengan 

menjangkau kelima aspek kebutuhan dasar manusia (ad-dhururiyatul al-khams), 

hal ini dilakukan dengan tujuan membangun kesejahteraan agama, sosial, budaya, 

                                                           
2
 Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 

keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 

kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah 

kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (An-Nisa’ 135) 
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dan ekonomi masyarakat saat itu. Kunci keberhasilan Khalifah Umar didapat 

melalui tiga cara, yakni: Pertama, harta diambil dengan cara yang benar/hak. 

Kedua, mendistribusikan harta tersebut kemasyarakat sesui dengan prinsip-prinsip 

syari‘at. Ketiga, kemudian harta itu diawasi untuk mencegah dari kebatilan.  

Khalifah Umar bin Khattab dimasa pemerintahanya telah mencontohkan 

bagaimana penerapan maqoshid syari’ah dalam membangunan suatu negara. 

Belajar dari apa yang diterapkan oleh Khalifah Umar, sangatlah tepat jika 

pemanfaatan Dana Desa menggunakan perspektif maqoshid syari’ah, karena di 

dalam konsep pembangunan dengan prinsip maqoshid syari’ah sudah mencakup 

kelima aspek kebutuhan dasar manusia. Menurut Jajuli (2015) kebutuhan dasar 

yang dimaksud adalah kelima aspek pokok dalam teori maqoshid syari’ah atau 

yang biasa disebut ad-dhururiyatul al-khams yaitu: pembangunan agama (hifzud 

din), pembangunan jiwa (hifzun nafs), pembangunan ilmu pengetahuan (hifzul 

aql), pembangunan generasi (hifzun nasl) dan pembangunan ekonomi (hifzul 

maal). Kelima konsep maqoshid syari’ah diatas menjangkau seluruh aspek 

pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik.   

Pemanfaatan Dana Desa di Suralaga masih belum seimbang antara 

pembangunan fisik dengan pembagunan non-fisik dan masih jauh dari tuntunan 

syari‘at, sebagaimana yang telah dilakukan Khalifah Umar bin Khattab. 

Pemanfaatan Dana Desa di Suralaga masih memperioritaskan pada pembangunan 

fisik semata, hanya sebagian kecil dari anggaran maupun kegiatan desa yang 

menyentuh ranah non-fisik. Ini terlihat dari banyak infrastruktur jalan baru yang 

dibangun, namun pembangunan sumber daya manusianya sangat jauh terbelakang 
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dibandingkan dengan desa maju lainnya. Dalam pembangunan wilayah tidak bisa 

dipisahkan antara pembangunan fisik dan non-fisik, sebab prinsipnya 

pembangunan non-fisik merupakan dasar untuk melakukan pembangunan fisik 

(Efendi, 2002). 

Seirama dengan yang diungkapkan oleh Novia (2015) bahwa 

pemanfaatan Dana Desa yang baik dapat dilihat dari pembangunan fisik dan non-

fisiknya. Pemanfaatan Dana Desa tidak hanya bertumpuk pada pembangunan fisik 

semata, akan tetapi pembangunan non-fisik juga harus dibangun beriringan 

dengan pembangunan fisik (Rangga, 2011). Pembangunan fisik yang dimaksud 

adalah pembangunan fasilitas masyarakat yang bersifat material seperti rumah 

ibadah, perumahan, jalan, puskesmas, poskamling, dan fasilitas lainya. Sedangkan 

pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang sifatnya immaterial (spiritual, 

moral dan intelektual) seperti kegiatan pengajian (ceramah), sosialisasi, 

pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan sumber daya manusia. Sudah saatnya bagi 

pemerintah untuk memperhatikan pembangunan non-fisik, supaya tercipta 

kehidupan masyarakat yang religius, berdikari, bermartabat, berkesinambungan 

dan berdaya saing.  

Berangkat dari uraian literasi di atas, peneliti tertarik untuk menggali 

informasi dan melakukan kajian mengenai implementasi Dana Desa yang terjadi 

di desa-desa yang ada di Suralaga, sehingga ditarik tema penelitian yang berjudul 

―Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid Syari’ah (Studi Dokumetasi Di 

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)‖ 

dengan tujuan untuk mengukur pemanfaatan Dana Desa dalam membangun 
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fasilitas, spiritualitas, moralitas dan intelektualitas masyarakat Suralaga dikaji 

dengan perspektif maqoshid syari’ah.  

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menghadirkan prinsip / acuan dalam pemanfaatan Dana Desa sebagai tambahan 

lternatif baru, selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

yaitu dengan prinsip maqoshid syari’ah ad-dhururiyah meliputi pembangunan 

agama (hifdzud din), pembangunan jiwa (hifdzun nafs), pembangunan ilmu 

pengetahuan (hifdzul aql), pembangunan generasi (hifdzun nasl), pembangunan 

ekonomi (hifdzul maal). Dari rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Suralaga dari tahun 2016-2018? 

2. Apa yang menjadi prioritas pengguanaan Dana Desa dikaji dari perspektif 

maqoshid syari’ah?  

3. Apakah pemanfaatan Dana Desa di Suralaga sudah sesuai dengan maqoshid 

syari’ah?  

1.3. Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui bagaimana pemanfaatan Dana Desa di Suralaga berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang meliputi 4 

(empat) bidang yaitu: bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang 

pemberdayaan masyarakat desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa 

dan bidang penyelelenggaraan pemerintahan desa. 

2) Menganalisis prioritas pengggunaan Dana Desa, baik dalam pembangunan 

sifatnya fisik maupun non-fisik, dikaji dengan perspektif maqoshid syari’ah 
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ad-dhururiyah yakni: membangun agama (hifzud din), membangun jiwa 

(hifzun nafs), membangun pendidikan (hifzul aql), membangun generasi 

(hifzul nasl), dan membangun ekonomi (hifzul maal). 

3) Mengkaji sejauh mana pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Suralaga 

diukur dari sudut pandang maqoshid syari’ah. 

1.4. Kegunaan Penelitian  

Secara umum penelitian ini memiliki dua kegunaan diantaranya: 

kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis.  

1.4.1. Kegunaan secara teoritis  

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi literatur 

tambahan bagi seluruh elemen masyarakat dan menambahan 

pengetahuan atau wawasan mengenai Dana Desa dan teori-teori 

pembangunan desa dengan perspektif maqoshid syari’ah seperti yang 

telah dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada masa 

pemerintahannya.  

1.4.2. Kegunaan secara praktis  

a) Bagi pemerintah, khususnya pemerintah desa sebagai praktisi. Semoga 

penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam mengatur skala 

prioritas penggunaan Dana Desa dengan prinsip alternatif yakni dengan 

maqoshid syari’ah ad-dharuriyah. 

b) Bagi akademik, khususnya mahasiswa dan dosen sebagai akademisi. 

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi ilmiah dan pengetahuan 



10 
 

tambahan bagi civitas akademik di Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga sebagai media bacaan di perpustakaan, maupun di situs 

internet resmi milik perpustakaan. 

c) Bagi peneliti selanjutnya yang sejenis. Semoga penelitian ini menjadi 

rujukan dan referensi tambahan dalam penelitian tentang pengelolaan 

Dana Desa dalam pandangan Islam atau paradigma pembangunan 

wilayah dengan prinsip maqoshid syari’ah.  

1.5. Batasan Penelitian  

Penelitian ini memfokuskan pada penggunaan atau pemanfaatan Dana 

Desa yang diperuntukkan dalam membangun desa baik pembangunan fisik, 

maupun non-fisik diukur dengan konsep maqoshid syari’ah ad-dhururiyah, 

sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Jajuli (2015) bahwa konsep maqoshid 

syari’ah ad-dhururiyah terdiri dari lima aspek dasar dalam menetapkan prioritas 

pembangunan yakni 1) pembangunan agama (hifdzud din), 2) pembangunan jiwa 

(hifdzun nafs), 3) pembagunan ilmu pengetahuan (hifdzul aql), 4) pembangunan 

generasi (hifdzun nasl) dan 5) pembanguan harta atau ekonomi (hifzul maal).  

Konsep maqoshid syari’ah ad-dhururiyah menjadi prinsip altrnatif baru 

dalam mengelola anggaran desa, seandainya tidak diberlakukan lagi Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 

Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Prioritas 

Pembangunan Desa. Diharapkan dengan konsep maqoshid syari’ah ini bisa 
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menetukan arah kebijakan pembangunan desa dan penggunaan Dana Desa dengan 

lebih efektif dan efisien.  

1.6. Sitematika Pembahasan  

Sistematika pembahasan dirancang peneliti sebagai acuan dan gambaran 

selama berlangsungnya proses penulisan penelitian ini, sebagai berikut: Bab 1 

Pendahuluan, menjabarkan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab 2 Kajian Pustaka, memuat tentang diskripsi desa, Dana Desa, pemanfaatan 

Dana Desa, teori maqoshid syari’ah, paradigma penelitian dan penelitian 

terdahulu. Bab 3 Metode Penelitian, berisi penjelasan lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahap-tahapan penelitian. Bab 4 Pembahasan dan Hasil, 

yakni menguraikan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan selama 

proses penelitian dengan judul ―Pemanfaatan Dana Desa Perspektif Maqoshid 

Syari’ah (Studi Lapangan Di Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat)‖. Bab 5 Penutup, berisi pemaparan mengenai 

kesimpulan yang berisi pernyataan singkat dari hasil dan pembahasan dari 

penelitian tersebut, kemudian implikasi atau dampak penelitian ini secara teoritis 

dan praktis, dan saran yang berisi tentang masukan-masukan dan perbaikan demi 

kesempurnaan penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

Secara umum pelaksanaan program-program desa masih banyak yang 

harus diperbaiki. Peneliti melihat di Kecamatan Suralaga implementasi program 

desa dan aplikasi Dana Desa dari tahun 2016 samapai 2017, hanya 

memperioritaskan pada pembangunan yang sifatnya fisik (matril) sedikit sekali 

menyentuh pembangunan non-fisik (immateril) masyarakat, sebut saja pada 

kegiatan-kegiatan seperti pengajian, pelatihan dan juga pendidikan sedikit sekali 

mendapatkan porsi program, maupun porsi anggaran.  

Setelah dilakukan serangkaian penelitian dengan pengukuran maqoshid 

syari’ah, ditemukan bahwa di Desa Paok Lombok masih belum sesuai dengan 

prinsip maqoshid syari’ah, karena dalam distribusi anggaran untuk 

pengembangan agama (hifzud din) belum ada anggaran bahkan programnya pun 

tidak ada. Namun implementasi angaran dan distribusi programnya mulai merata 

ke dalam ad-dhururiyatul al-khams ditahun 2018. Sedangkan Di Desa Tumbuh 

Mulia dan Bintang Rinjani mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 

pemanfaatan Dana Desanya sudah merata ke dalam lima indikator maqoshid 

syari’ah. 

Distribusi program desa dan implementasi anggarannya masih 

memperioritaskan pembangunan fisik atau pembangunan ekonomi (hifzul maal). 

Sedikit sekali program-program desa yang menyentuh kehidupan beragama 
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(hifzud din), penyelengaaraan pelatihan (hifzul aql), maupun pemberdayaan 

keturunan (hifzul nasl), sebut saja pada pembangunan agama progrmanya hanya 

pembangunan dan renovasi rumah ibadah (masjid), itupun bagian terkecil bila 

dibandingkan dengan anggaran program pembangunan infrastruktur misalnya. 

5.2. Implikasi  

Meskipun anggaran Dana Desa ditiga desa yang diobservasi lebih 

mengutamakan dalam hal pembangunan sarana dan prasana, namun distribusi 

dana dan tujuan implementasi program-programnya sudah termasuk dalam 

syarat-syarat maqoshid syari’ah, seperti pendapat Wahbah al-Zuhaily bahwa 

sesuatu baru dapat dikatakan sebagai maqoshid syari’ah apabila memenuhi 

empat syarat berikut, yaitu:  

a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus 

bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian. 

b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan 

makna tersebut. 

c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau 

batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. 

d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan 

waktu dan tempat. 

Dari keempat syarat-syarat yang dijelaskan di atas, terlihat bahwa 

pembangunan, sarana dan prasarana desa itu memiliki sifat yang tetap, jelas 

keberadaannya, terukur dalam bentuk batasan-batasan dalam pembangunannya, 

dan terakhir berlaku umum yang berarti bisa dimanfaatkan oleh seluruh 
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masyarakat desa khususnya desa-desa yang ada Di Kec.Suralaga, Kab.Lombok 

Timur. Meskipun implemetasi Dana Desa Paok Lombok, Desa Tumbuh Mulia, 

dan Desa Bintang Rinjani tidak menerapkan menganut prinsip-prinsip maqoshid 

syari’ah,namun sejak tahun 2018 diketiga desa tersebut sudah menganggarkan 

anggaran dana, maupun implementasi programnya sudah sedikit menyentuh 

kelima indikator maqoshid syari’ah yang disebut ad-dhururiyatul al-khams, 

walaupun masih belum memadai. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: seluruh masyarakat sehingga dengan demikian 

masyarakat mengetahui: 

a. Diharapkan Dana Desa dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas 

hidup, dan juga mendatangkan kesejahteraan masyarakat Desa Paok 

Lombok, Tumbuh Mulia, dan Bintang Rinjani, Kec.Suralaga, Kab.Lotim, 

melaui tatakelola yang baik dan pemanfaatan yang tepat guna sesuai 

kondisi desa.  

b. Diharapkan implementasi anggaran desa dan distribusi programnya di 

antaranya yang akan datang diterapkan kebijakannya berdasarkan 

indikator ad-dharuriyah al-khams dengan lebih merata, agar pembangunan 

desa tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik saja, tetapi juga 

memberikan sumbangsih terhadap pembangunan non-fisik, baik 

pembanguan spiritual, maupun pembangunan moral.  
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c. Diharapkan masyarakat Desa Paok Lombok, Tumbuh Mulia, dan Bintang 

Rinjani, berpartisipasi langsung, dan memberi masukan yang positif 

terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah desanya, sehingga 

prioritas pembangunan desa dapat bertujuan untuk memenuhi kelima 

kebutuhan dasar sesuai prinsip maqoshid syari’ah, agar meningkatkan 

kualitas hidup masnyarakat desa menjadi lebih berdaulat, mandiri, maju 

serta demogratis.   

d. Diharapkan kepada pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan 

lembaga pengawas lainnya, supaya lebih intens dalam mengawasi 

implementasi dan desa, agar penyelewengan dan penyalah gunaan Dana 

Desa tidak terjadi lagi. 

e. Diharapkan peranan aktif dari lembaga-lembaga desa seperti BPD, LKMD 

dan LPM sesuai dengan fungsi dan perananya masing-masing, sehingga 

pembangunan desa tidak hanya dipikul oleh pemerintah desa saja. 

Membangun sebuah desa sangatlah tidak mudah, mengingat 

permaslahannya yang begitu kompleks. Untuk itu, harus ada koneksitas 

antara pemerintah desa dan lembaga-lembaga desa, agar percepatan 

pembangunan desa diberbagai aspek cepat terealisasikan. 
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